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Kata Pengantar

Kebutuhan atas tanah dalam rangka pelaksanaan

melalui proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sesuai dengan
ketentuan undang-undang, Penilai ditetapkan sebagai pihak yang secara independen dan objektif
menentukan besaran ganti kerugian bagi pihak yang berhak. Penetapan peran penilai dengan

harapan adanya jaminan pemberian ganti kerugian yang layak sehingga memenuhi rasa keadilan
masyarakat.

Pembangunan infrastruktur nasional dipenuhi

antaranya adalah dalam rangka pen

enfuan ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan
umum. Dinamika pelaksanaan

pengadaan tanah menjadi penggerak dilakukannya
PEnyempumaan-penyempumaan yang dilakukan sejak ditetapkannya SPI 306 yang menjadi

bagian dari SPI edisi tahun 2013 sampai dengan SPI 204 Edisi Revici Tahun 2022 dan terus akan
menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, akselerasi pembangunan

infrastruktur nasional yang sangat cepat kemudian
memunculkan kebutuhan Pedoman Penil

aian yang mampu menjawab tantangan kebutuhan
penugasan dengan segera sehingga proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat
terlaksana tepat waktu dalam rangka efektifitas pembangunan dan fercapainya pembiayaan

proyek secara efisien. Di antara penyebab kebutuhan ini adalah adanya jenis dan atau kondisi
Objek Penilaian tertenty yang belum terlingkupi

Teknis Khusus SPI (PTKS) adalah pedoman penilaian yang ditetapkan oleh Komite Penyusun Standar

Penilaian Indonesia (KPSPI) untuk menjawab fantangan tersebut. Keterikatan penilai terhadap PTKS
ini dikuatkan dengan ketentuan peraturan perundan

menjadi lingkupnya. Prosedur penyusunan PTKS dilaksanakan secara lebih singkat dibandingkan

dengan penyusunan Standar Penilaian secara umum, mengingat keterbatasan waktu penyusunan
dan kedaruratan kondisi yang melatarbelakangi penyusunannya.

gan sehubungan dengan penilaian yang

PTKS Penilaian Dalam Rangka Penghitungan Dana Kerohiman Tanah

yang diindikasikan sebagai
Tanah Musnah (yang kemudian akan disebut sebagai PTKS 02!

) adalah PTKS yang disusun

berhak yang terdampak proyek pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Seksi 1, dimana kondisi
tanah Objek Penilaian telah tenggelam namun masyarakat masih memiliki hak atas tanah tersebut.
Dana kerohiman yang sebelumnya telah diberikan? ditolak oleh masyarakat yang terdampak

pembangunan proyek, karena dianggap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Atas
penolakan masyarakat tersebut, Bapak Presiden telah memberikan instruksi lisan agar pemberian

' PTKS 01 adalah PTKS Penilaian Dalam Kondisi Bencana Covid-19 atau disingkat PTKS PDKBC.

* Pemberian kerohiman didasarkan pada Perpres Nomor 52 tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan Atas Tanah yang Diidentifikasi sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, yang dihitung sebesar 25% dari Nilai Jual Objek Pajak.

PTKS 02 = Penilaion Dalam Rangka Perhitungan Dana Kerohiman Tanah

3
yang diidentifikasi Tanah Musnah



kerohiman merujuk pada hasil penilaian oleh Penilai. Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti

dengan pelaksanaan revisi terhadap ketentuan terdahulu sehingga mengubah muatan materi
sehingga penentuan Dana Kerohiman dilakukan oleh Penilai.

ini, KPSPI telah melaksanakan proses penelaahan serta uji coba konsep
yang sebelumnya teloh diformulasikan, untuk memperoleh pedoman terbaik yang dapat

diterapkan secara efektif. Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah
membantu penyusunan pedoman ini, khususnya Dewan Pengurus Daerah MAPPI Jawa Tengah
beserta perangkatnya dan luga Penilai yang turut serta dalam pelaksanaan uji coba konsep. Kami
berharap pedoman ini mampu memberikan panduan kepada Penilai sehingga menghasilkan
besaran kerohiman yang layak dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga

pembangunan infrastruktur dapat terlaksana tepat waktu serta dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi nasional yang merata dan berkelanjutan.

Jakarta, 1 Agustus 2023
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Petunjuk Teknis Khusus SPI

Perpres Nomor 27 tahun 2023
(PTKS 02)

1.0 Pendahuluan

1.1Pembangunan infrastruktur yang berdampak terhadap tanah yang terindikasi musnah

(tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak
dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan) menimbulkan permasalahan berkaitan
dengan skema pelaksanaan pemberian kompensasinya yang secara konteks ketentuan

perundangan telah berada di luar lingkup pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum. Di sisi lain, keberadaan hak yang masih melekat pada tanah tersebut
tidak dapat serta merta diabaikan.

1.2 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2022 tentang Penanganan Dampak
Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah yang Diidentifikasi sebagai Tanah Musnah Dalam
Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 (Perpres Tanah Musnah), perhitungan bantuan
Dana Kerohiman atas tanah musnah dilakukan oleh Peni

terindikasi musnah sehingga menyisakan komponen kerugian emosional (solatium) sebagai
komponen yang relevan untuk diterapkan dalam penilaian pada pedoman ini. Konsep
solatium yang dimaksud yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan persentase
besaran kerohiman terhadap Nilai Pasar Objek Penilaian pada pedoman ini adalah

konsep dengan perspektif luas. Perspektif ini berbeda dengan konsep yang digunakan
dalam NPW yang hanya dapat diterapkan pada rumah tinggal.

PTKS 02 = Penilaion Dalam Rangka Perhitungan Dana Kerohiman Tanah
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1.5 Penggunaan Nilai Pasar sebagai dasar Penetapan besaran Dana Kerohiman, memunculkan

kebutuhan penerapan asumsi khusus berupa kondisi tanah yang tidak tertutup air, yang
berbeda dengan kondisi faktual tanah yang telah tertutup air.

1.6 Tugas Penilai adalah menghasilkan Nilai Pasar atas Objek Penilaian, sehingga proses

penentuan besaran Dana Kerohiman merupakan konsekuensi perhitungan yang dilakukan
sesuai dengan ketentuan Perpres Tanah Musnah.

1.7 Llingkup dari PTKS 02 ini hanya khusus berkenaan dengan proyek pembangunan tol

Semarang Demak sebagai latar belakang penyusunannya, namun dapat digunakan untuk

kepentingan lainnya sepanjang pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-
undangan.

1.8 PTKS 02 ini harus dibaca dan mengikuti kepada standar umum dan standar teknis lainnya

yang berhubungan. Standar dimaksud antara lain yaitu SPI 101 s/d SPI 106, SPI 300 dan
PPl terkait lainnya.

1.9 PTKS 02 ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Agustus 2023.
2.0 Definisi

Definisi yang digunakan pada pelaksanaan penilaian sesuai PTKS 02 ini merujuk pada KEPI

dan SPl yang berlaku, dengan penambahan istilah dan pengertian yang merujuk pada
ketentuan Perpres Tanah Musnah, di antaranya:

2.1 Dana Kerohiman, adalah dana santunan yang diberikan kepada Pihak yang Berhak
Menerima Bantuan Dana Kerohiman

2.2 Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah Musnah dalam rangka

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang selanjuinya disebut Penanganan
Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian

bantuan Dana Kerohiman kepada Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman
dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum di atas Tanah Musnah.

2.3

Penilai Publik, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara

independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

2.4 Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai adalah Penilai Publik yang telah

mendapat lisensi dari menteri yang urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan

dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum, atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang
lainnya.

2.5 Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman, adalah pemegang Hak Atas

Tanah baik yang sudah terdaftar mauvpun yang belum terdaftar atas tanah yang

ditetapkan sebagai Tanah Musnah yang akan digunakan dan/atau dilakukan rekonstruksi

atau reklamasi oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah atau pihak lain dalam rangka
pembangunan untuk kepentingan umum.

PTKS 02 = Penilaion Dalom Rangka Perhitungan Dana Kerohiman Tanah 7
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musnah.
2.8 Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Tim Terpadu adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur ata
melaksanakan Penanganan Dampak Sosial

Diidentilikasi Sebagai Tanah Musnah.

, Yang selanjutnya disebut
v Bupati/Wali Kota untuk
Kemasyarakatan atas Tanah Yang

3.0 Lingkup Penugasan

Persyaratan dari Lingkup Penugasan sebagaimana dimaksud oleh SP1 103 — 5.1 s/d 5.4 harus

digunakan Penilai secara konsisten. Untuk kepentingan PTKS 02 ini beberapa bagian tertentu
yang relevan diatur sebagai berikut:

3.1 Status Penilai

a) Ketentuan yang diatur dalam SPI terkait tentang persyaratan Penilai untuk menjalankan
tugas penilaian merupakan bagian yang mengikat kepada PTKS 02 ini.

b) Persyaratan Kompetensi diperlukan dengan merujuk kepada Prinsip Etik dan khusus
untuk penugasan penilaian sesuai PTKS 02 ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Penilai harus memastikan bahwa tim Penilai yang mendukung tugas penilaian sesuai
dengan PTKS 02 ini telah memenuhi persyaratan pengembangan atau pendidikan

profesional berkelanjutan yang berhubungan dengan Pengadaan Tanah dan/atay
Pertanahan termasuk pemahaman SPI terbaru.

b. Penilai memastikan dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan Penilaian
terhadap Objek Penilaian yang diatur dalam PTKS 02 ini.

¢. Untuk penugasan penilaian dengan objek yang bersifat khusus, Penilai harus memiliki

pengetahuan dan pemchaman yang cukup agar menghasilkan penilaian yang
kredibel.

3.2 |dentifikasi Pemberi Tugas

Pemberi Tugas adalah Instansi yang memerlukan tanah atas permintaan Tim Terpadu
Dampak Sosial Kemasyarakatan.

3.3 Identifikasi Objek Penilaian dan Kepemilikan

a) Objek Penilaian adalah real properti berupa tanah yang ditetapkan sebagai Tanah
Musnah  meruvjuk  kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.  Untuk

. :
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kepentingan penilaian sesuai dengan pedoman ini, Objek Penilaian dimaksud harus
berdasarkan daftar nominatif atau sejenisnya.

b) Kepemilikan objek penilaian didasarkan pada data daninformasi hasil Risalah Tim
Peneliti Tanah Musnah dan/atau dokumen sejenisnya dari pemberi tugas.
c) Penilai harus memperoleh informasi mengenai Objek Penilaian secara jelas dari

pemberi tugas sehingga dapat memenuhi kebutuhan penugasan sebagaimana telah
diatur dalam Perpres Tanah Musnah.

3.4 Maksud dan tujuan penilaian

 ~ Menentukan opini Nilai Pasar atas objek penilaian untuk tujuan penghitungan bantuan Dana

| Kerqhi_rnquieg(git Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah Musnah dalam
/ rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Penghitungan Dana Kerohiman berdasarkan kesetaraan Nilai Pasar atas Objek Penilaian.,

Hasil penghitungannyadijadikan dasar untuk pengajuan besaran bantuan Dana Kerohiman
kepada Instansi yang memerlukan tanah.

3.5 Dasar Nilai

a) Penghitungan Dana Kerohiman ditentukan dengan merujuk kepada Nilai Pasar atas
Objek Penilaian.

b) Penilai harus mendefinisikan Nilai Pasar sesuai dengan SPI yang berlaku.

c) Penilai perlu mengungkapkan premis tertentu dari Nilai Pasar yang digunakan agar
lebih menjelaskan sesuai dengan tujuan penilaian.

Contoh premis yang perlu dinyatakan setelah definisi Nilai Pasar adalah, “Nilai Pasar
yang dimaksud dalom penugasan ini adalah Nilai Pasar yang secara hipotetis

digunakan untuk Tanah Musnah bagi kepentingan Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum.”

3.6 Tanggal Penilaian

Sesuai dengan permintaan Pemberi Tugas, yang jika tidak ditentukan lain dapat merujuk
pada tanggal pelaksanaan inspeksi.

3.7 Tingkat Kedalaman Investigasi

a) Investigasi dilakukan dengan merujuk pada data dan informasi pasar sesuai dengan
kondisi pada tanggal penilaian.

b) Dimungkinkan adanya keterbatasan identifikasi detil Objek Penilaian pada saat
pelaksanaan inspeksi mengingat kondisi tanah yang sulit diidentifikasi seperti telah
tertutup air. Pada kondisi tersebut, ukuran atau luas objek dan kondisi lingkungan

merujuk pada dokumen Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah dan/atau dokumen
sejenisnya.
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3.9

3.10

| am penilaian harus diungkapkan dalam Laporan
Penilaian.

Asumsi dan asumsi khusus

b) Asumsi khusus harus dinyatakan secara jelas apabila terdapat ketidakpastian
informasi berkaitan karakteristik fisik, legal atau ekonomi dari properti, atau

mengenai kondisi eksternal properti seperti kondisi pasar atau tren atau integritas
data yang digunakan dalam analisis.

c) Terdapat situasi dimana Objek Penilaian berupa tanah yang telah berubah sepert
telah tertutup air, namun penilaiannya diasumsikan dalam kondisi normal (tidak
fertutup air). Untuk kondisi seperti ini, Penilai harus menyatakan sebagai bagion dari

asumsi khusus, yang hanya digunakan untuk kepentingan penerapan pedoman
penilaian ini.

d) Apabila penilaian dilakukan dengan data dan informasi yang terbatas termasuk

penggunaan asumsi khusus, maka Penilai mengikuti prosedur yang diatur dalam SPI
terkait.

Konfirmasi bahwa penilaian dilakukan berdasarkan SPI

Penilaian dilakukan dengan merujuk pada KEPI dan SPI yang berlaku serta PTKS 02 ini.

4.0 Implementasi

4.1 Investigasi

Investigasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a)

b)

d)

Penilai harus menerima salinan dokumen rencana Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan dan Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah yang memuat peta telaah dan
daftar nominatif dari Instansi yang memerlukan tanah.

Inspeksi merupakan prosedur yang harus diterapkan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Proses inspeksi dimungkinkan pada lokasi yang terjangkau sehingga untuk
lokasi yang tidak terjangkau dilaokukan inspeksi secara terbatas.

Batas bidang dan wilayah Objek Penilaian sangat mungkin sulit untuk diverifikasi.
Dengan kondisi tersebut, Penilai melakukan analisis berdasarkan Risalah Tim Peneliti

Tanah Musnah dan/atau dokumen sejenisnya dengan kondisi yang diverifikasi. Dalam
melakukan verifikasi Penilai dapat meminta keterangan dari pemilik tanah.

Penilai perlu melakukan pendalaman informasi kepada masyarakat yang tinggal di
sekitar Objek Penilaian dan/atau kepada instansi terkait lainnya, untuk memperoleh

m
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gambaran secara lebih jelas kondisi Objek Penilaian sebelum terjadi perubahan atas
fisik tanah (tertutup air).

Prinsip Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (Highest and Best Use/HBU) diterapkan
secara konsisten dalam penentuan Nilai Pasar Objek Penilaion. Data dan kondisi
lingkungan yang menjadi referensi pelaksanaan penilaian adalah data dan lingkungan
terdekat, dengan HBU yang konsisten terhadap Objek Penilaian. Batas teritorial

wilayah antara Objek Penilaian dan data referensi penilaian merupakan hal yang
penting untuk diperhatikan dalam proses analisis.

4.2 Pendekatan dan Metode Penilaian

a) Penghitungan bantuan Dana Kerohiman harus didasarkan kepada Nilai Pasar dengan
premis untuk kepentingan Tanah Musnah

b) Pendekatan penilaian besertametode penerapannya secara prinsip merujuk kepada
SPI 1064, sedangkan teknik penghitungan menjadi bagian yang dijelaskan pada PTKS
02 ini. Diharapkan Penilai dapat menerapkan secara berhati-hati dan konsisten

sehingga memiliki pola yang seragam dalom praktek penilaian dan dapat
menghasilkan penilaion yang dapat dipercaya.

c) Pendekatan dan metode penilaian yang sesuai untuk digunakan tergantung kepada
pertimbangan seperti, Dasar Nilai dan tujuan penilaian, tersedianya informasi dan

data, serta metode yang diterapkan oleh para pelaku dalam pasar yang relevan.

d) Dalam menghasilkan indikasi Nilai Pasar atas Objek Penilaian, Penilai harus memenuhi
pedoman sebagai berikut:

1. Penilai melakukan analisis untuk menghasilkan nilai atas Objek Penilaian dengan
ketentuan:

a. sebagai Tanah Musnah dalam kondisi apa adanya (“as is”), dalam hal ini tanah
dalam keadaan secara fisik telah berubah (tertutup air);

b. sebagai Tanah Musnah dalam kondisi keadaan tanah darat (asumsi HBU tanah

sekitamya), yang selanjuinya penerapan ini termasuk kepada penggunaan
asumsi khusus;

2. Analisis yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada butir d).1 harus bersamaan
dengan tanggal penilaian yang telah ditentukan dalam Lingkup Penugasan.

3. Hasil kedua indikasi nilai sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pada
butir d).1. menjadi dasar informasi untuk melihat perbandingan indikasi nilai, tanah
dalam kondisi apa adanya dan dalam kondisi tanah darat.

e) Penghitungan besaran Dana Kerohiman

1. Dalam menentukan dasar perhitungan Dana Kerohiman, kesimpulan nilai yang

digunakan adalah indikasi Nilai Pasar tanah dengan asumsi kondisi tanah darat
(butir d).1.b).

— — —

———————— — ———

—
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2. Besaran Dana Kerohiman ditentukan menggunakan solatium maksimal sebagaimana

yang diatur dalam PPl 04 tahun 2018 atau sebesar 30% dari Nilai Pasar Objek

Penilaian yang dihasilkan atas ketentuan pada butir d).3 di atas.

Penilai harus mempertimbangkan kewajaran nilai yang diperoleh dengan

membandingan hasil besaran Dana Kerohiman sesuai butir e).1dengan nilaitidak
lebih tinggi dari indikasi Nilai Pasar tanah dalam kondisi apa adanya.

Dalam hal besaran Dana Kerchiman yang diperoleh pada butir e).1 jauh lebih
tinggi dari indikasi Nilai Pasar dalom keadaan apa adanya, maka Penilai dapat
mempertimbangkan untuk mengambil kesimpulan dari hasil kedua indikasi nilai
sebagaimana yang dimaksud butir d).1. Dalom menghasilkan kesimpulan nilai
khusus pada PTKS 02 ini, Penilai dapat menggunakan pembobotan rata-rata
tertimbang, dimana bobot yang digunakan dapat mempertimbangkan komposisi

bobot yang menghasilkan besaran kompensasi Dana Kerohiman yang sebanding
dengan indikasi nilai Tanah Musnah dalam kondisi apa adanya (as is).

Kesimpulan indikasi Nilai Pasar yang diperoleh selanjutnya dikonversi menjadi
besaran Dana Kerohiman. Dari kedua hasil besaran Dana Kerohiman, hasil akhir

yang diambil adalah nilai yang paling mendekati indikasi Nilai Pasar Tanah Musnah
dalam kondisi apa adanya.

Jika Indikasi Nilai Pasar Tanah Musnah dalam kondisi apa adanya (as is) adalah
nol (0) atau negatif,besaran dana kerohiman ditentukan sebesar 30% dari Indikasi
Nilai Pasar terendah pada objek penilaian tanah musnah di sekitar lokasi objek
penilaian. Dalam hal Indikasi Nilai Pasar objek penilaian tanah musnah di sekitar

lokasi objek penilaian keseluruhannya adaloh negatif, maka besaran dana

kerohiman ditentukan sebesar 30% dari Indikasi Nilai Pasar terendah objek
penilaian pengadaan tanah  untuk

kepentingan umum di  sekitar
lokasi objek penilaian.

Contoh:

I. Indikasi Nilai Pasar atas tanah yang akan diganti dalam kondisi apa adanya
sebesar Rp. 100.000.000,- /& |¢

2. Indikasi Nilai Pasar atas tanah dengan asumsi tanah darat Rp. 500.000.000,-
dengan besaran Dana Kerohiman sebesar 30% menjadi Rp. 150.000.000,-.Hosll
besaran Dana Kerohiman menunjukan relatif lebih tinggi dari nilai tanah dalam
kondisi apa adanya atau Rp. 150.000.000 > Rp. 100.000.000,-.

3. Dicoba mengqpnokon pembobotan masing-masing 45% dari indikasi nilai Rp.
_100.000.000 dan 55% dari Rp. 500.000.000,- sehingga :

45% X 100.000.000 = Rp 45.000.000
55% X 500.000.000 = Rp 275.000.000
Jumlah = Rp 320.000.000

Dana Kerohiman : Rp 320.000.000 x 30% = Rp 96.000.000
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4. Dengan demikion besaran Dana Kerohiman didapat sebesar Rp. 96.000.000,-
yang didasarkan dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan dua indikasi

nilai (tanah ‘as is’ dalam keadaan tertutup air dan tanah asumsi keadaan tanah
darat) dengan bobot 45:55.

4.3 Petimbangan Lain -

a) Penugasan penilaian menurut pedoman ini dilakukan bidang per bidang sesuai

peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait. Beberapa prosedur yang harus
diperhatikan Penilai adalah:

1. Ketentuan yang berlaku menetapkan hasil penilaian ditentukan bidang per bidang

tanah berdasarkan hak kepemilikan /penguasaan tanah.

2. Penilaian tidok hanya didasari kepada hak saja, tetapi terdapat sejumlah

pertimbangan lain yang harus diperhatikan, seperti faktor fisik, ekonomi dan
pemanfaatan atau kegunaan.

Khusus untuk Tanah Musnah, Penilai dapat mempertimbangkan dalam perhitungan
berdasarkan satu kesatuan tanah sesuai dengan keoptimalannya atau dalam

keseluruhan bidang tanah dalam hamparan yang menyambung. Untuk memenuhi
pertimbangan dimaksud, maka dapat mengikuti prosedur sebagai berikut:

a. mengidentifikasi dan memastikan apakah bidang-bidang tanah bersambungan
dalam satu hamparan, termasuk pengembangan yang terikat atas tanah;

b. menentukan indikasi Nilai Pasar tanah sesuai metode dan teknik
penilaianberdasarkan prosedur yang dilakukan pada butir 3.q;

c¢. menentukan indikasi nilai tanah bidang per bidang secara proporsional
berdasarkan hasil dari prosedur yang dilakukan pada butir 3.b.

5.0 Pelaporan Penilaian (merujuk pada SPI 105) )

Pelaporan Penilaian disusun dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Lingkup

Penugasan dan hal-hal yang dilakukan dalam proses Implementasi. Persyaratan Pelaporan
Penilaian sebagaimana dimaksud oleh SPI 105 = 5.1 harus diterapkan Penilai secara konsisten.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur Pelaporan Penilaian sesuai dengan ruang
lingkup yang dimaksud dalam pedoman ini adalah

5.1 Laporan Penilaian merupakan tahapan terakhir dan hasil dari penugasan penilaian.

Pelaporan Penilaian harus mervjuk kepada Lingkup Penugasan sebagaimana dimaksud
oleh SPI 105-5.1.a) yang harus dilihat sebagai bagian yang konsisten.

5.2 Dalam hal terdapat keterbatasan pemenuhan Tingkat Kedalaman Investigasi, pernyataan
Asumsi dan Asumsi Khusus dan hal-hal lain yang relevan harus

diinformasikan
dan/dinyatakan dalam Pelaporan Penilaian.

5.3 Penilai harus menyesuaikan dan mencantumkan penjelasan yang berhubungan dengan

adanya keterbatasan yang terjadi. Uraian penjelasan dimaksud termasuk dan tidak
terbatas atas hal yang harus dinyatakan dalam Lingkup Penugasan seperti pada Tingkat

—

e —

\

* . * I—\
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Kedalaman Investigasi, Asumsi dan Asumei Khusus dan dalam L

pada Pernyataan Penilai (Compliance Statement),
dan Syarat Pembatas.

aporan Penilaian seperti
Kesimpulan Nilai, Analisis Pasar, Kondisi

6.0 Penutup

PTKS 02 digunakan untuk Penilaian Dalam Rangka Penghitungan Dana Kerohiman atas Tanah
Musnah sesuai Perpres Tanah Musnah. Pada prakteknya, terdapat potensi objek penilaian dan
permasalahan pengadaan tanah saling mempengaruhi bagaimana penilaian dilaksanakan.
Penilai diharapkan untuk dapat bijaksana dan berhati-hati dalam menghadapi permasalahan

dimaksud. Semoga pedoman ini dapat menjadi rujukan dan solusi bagi Penilai dan Pengguna
Jasa dalam menopang pembangunan untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
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